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PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
KEBIJAKAN KETAHANAN EKONOMI LOKAL

Oleh : Suaib Ibrahim*

Abstrak : Kebijakan otonomi lokal yang luas dan utuh akan semakin terwujud apabila
aparat pemerintah daerah juga semakin mampu untuk terus mengembangkan diri sebagai
penjaga hati nurani pemerintahan. Aparatur yang baik adalah aparatur yang bisa memberi
kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan sehingga daerah mampu mengembangkan
wilayahnya guna ketahanan ekonomi masyarakat lokal dan bahkan sebelum masyarakat
itu sendiri memintanya.

Kata Kunci ; Kebijakan Otonomi Lokal, aparatur pemerintahan, pengembangan wilayah

Abstract : Extensive local autonomy and the whole will increasingly be realized if local
government officials are also increasingly able to continue to develop themselves as the
conscience keeper of government. A good apparatus is apparatus which can give the public
what they need so that the area in order to be able to develop economic resilience of local
communities and even society itself before asking for it.

Keywords: Local Autonomy, government officials, regional development

PENDAHULUAN

Konsep kebijakan pengembangan
yang merupakan salah satu bentuk layanan
pemerintah adalah merupakan sebuah
perwujudan suatu norma, penggarisan
tentang tingkah laku, pedoman untuk
bertindak di dalam masyarakat, baik untuk
internal birokrasi maupun pada masyarakat
secara umum, Istilah kebijakan merupakan
cerminan untuk mencantumkan tujuan yang
hendak dicapai, dengan cara apa tujuan itu
hendak dicapai, dan dengan perilaku apa
yang diharapkan untuk dilakukan sehingga
terjadi sebuah perubahan. Dengan
kewenangan maka seorang penguasa mampu
membuat kebijakan, mengatur dan
mengarahkan untuk mencapai suatu tujuan
tertentu,

Salah satu tugas pemerintah adalah
membuat kebijakan dan menerapkannya
yang diarahkan pada pencapaian tujuan
Negara, Tujuan yang paling mendasar pada

* Email ; suaib67@yahoo co.id

pembentukan sebuah Negara dan
pemerintahannya adalah kesejahteraan
rakyat. Kesejahteraan mencakup dua aspek
yaitu; terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan
batiniah. Kelahiran meliputi pemenuhan
kebutuhan badaniah seperti; sandang,
pangan, papan. Sedangkan kebutuhan
batiniah berupa keamanan, ketentraman,
martabat, penghargaan dsb. Upaya untuk
memenuhi kedua macam kebutuhan itu,
harus dilakukan secara terus-menerus,
melalui pengadaan barang dan jasa
pemerintah (public goods) yang juga terdiri
dari dua macam, yaitu barang-barang fisik
dan non fisik, yang menjelma dalam bentuk
pelayanan publik dalam rangka
pengembangan guna memenuhi kebutuhan
secara keseluruhan.

Kebijakan merupakan salah satu
bentuk pelayanan yang bersifat non fisik,
atau pelayanan tidak langsung. Sebagai salah
satu bentuk pelayanan pemerintah kepada
masyarakat umum, maka kebijakan dapat
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dinilai baik buruknya dengan tolak ukur
masyarakat yang dilayani, Kebijakan yang
baik adalah yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat; sedangkan yang
sebaliknya adalah buruk, Demikian juga
keberhasilan pemerintah dapat dinilai dari
kemampuannya mewujudkan tujuan negara
secara lebih cepat dan lebih adil. Dengan
kata lain dapat diungkapkan bahwa
kebijakan yang baik adalah yang berdampak
positif bagi masyarakat, sedangkan yang
berakibat scbaliknya adalah buruk,

Keterkaitan antara kebijakan dengan
pemenuhan kebutuhan ketahanan loka
masyarakat yang bermutu, Kebijakan dapat
diarahkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan mutu pelayanan dapat di
dorong melalui kebijakan. Masalahnya
sekarang adalah; apakah kebijakan yang
diambil oleh pemerintah daerah sudah
mampu menjadi pendorong atau generator
pengembangan ketahanan lokal, bagaimana
kriteria kebijakan yang baik?, dan bagaimana
gambaran tentang pengembangan wilayah
yang bermutu menurut ketentuan yang
berlaku.

Pengembangan nasional Indonesia
dalam masa waktu 35 tahun yang lalu, terlalu
berpijak kepada suatu paradigma
pengembangan yang menckankan pada
efisiensi untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi melalui akumulasi-akumulasi
kapital fisik secara agregat. Penekanan
terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut
terutama didasarkan kepada konsep
pengembangan yang berlaku pada waktu
itu yang sangat dipengaruhi oleh temuan
empirik Simon Kuznets (1966). Temuan
tersebut didasarkan kepada apa disebut kurva
U-terbalik dari Kuznets yang menyatakan
bahwa bagi negara berkembang yang
pendapatannya rendah agar negara tersebut
dapat bertumbuh ekonominya harus mau
mengorbankan aspek pemerataan (trade off
antara pertumbuhan dan pemerataan).
Sehingga untuk mencapai pertumbuhan
ckonomi yang tinggi, diperlukan alokasi

sumberdaya mencapai efisiensi yang tinggi.
1%

Oleh karena ekonomi pada tahap awal
didominasi oleh peranan pemerintah yang
besar, dengan demikian sektor pemerintah
memusatkan perhatian untuk
mengalokasikan sumberdaya yang ada
kepada sektor-sektor atau wilayah-wilayah
yang berpotensi besar dalam menyumbang
kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu,
dengan alasan untuk menjaga stabilitas
nasional pemerintah telah menciptakan suatu
pemerintahan yang sentralistik dan intervensi
yang berlebihan seccara top-down.
Terjadinya hegemoni pemikiran
pengembangan maupun kebijaksanaan yang
berasal dari negara-negara maju melalui
perdagangan dan komunikasi internasional
yang bebas (free trade and liberalization)
juga mewarnai proses pengembangan di
Indonesia melalui proses globalisasi,
Keadaan ini telah menyebabkan terjadinya
net transfer sumberdaya daerah-daerah ke
kawasan pusat kekuasaan sccara besar-
besaran maupun melalui ekspor kepada
negara-negara maju. Dengan demikian
kebijaksanaan pengembangan di masa lalu
sampai sekarang dianggap hampir identik
dengan pemusatan perhatian kepada
kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi
nasional.

Strategi pengembangan tersebut
terlalu menekankan kepada akumulasi dari
kapital fisik (man-made (physical) capital
accumulation), yang mengabaikan
keterkaitannya dengan kapital-kapital lain,
seperti kapital alami (natural capital), kapital
manusia (human capital) dan kapital sosial
(social capital). Kebijaksanaan yang salah-
arah (misleading policies) ini tercermin
sebagai keuntungan yang diperoleh kota-
kota besar, terutama yang berlokasi di pulau
Jawa mengalami transfer sumberdaya
interregional, merupakan penerima manfaat
(beneficiary) dari sistem pemerintahan
Indonesia yang sentralistik. Disamping itu
kebijaksanaan tersebut juga membangkitkan
berbagai persoalan-persoalan sosial-ckonomi
lingkungan yang dihadapi oleh wilayah ini.
Selama kurun waktu tersebut, karenanya
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perramiduhan ekonomi Indonesia dipandang

sohagal 0dak soimbang (emhalanoe growvhs)

dalam pengembangan antar wilavah-wilayah

maupun intra wilayah.antara wilayah

perdesaan dan kawasan perkotaan,

Pertumbuhan ckonomi sebelum Kkrisis

maupun setelah tegadi krisis disebabkan

karena laninya modal ke luar negen (oapital

Sfight), sampai sekarang sumber-sumber
perambuhannya terlalu banyak disumbang

dan eksploitasi natural assets seperti hutan,

sumberdaya bahan (ikan dan lainnya),

mineral, minyak dan gas bumi. Kemudian

hasil-hasil dari eksploitasi sumber-
sumberdaya alam tersebut ditransformasikan
menjadi kapital fisik (berupa jaringan jalan,
komunikasi, pabrik-pabrk, bangunan bisnis,
perumahan, pembangkit-tenaga listrik,
jaringan irigasi, dan lain-lain) yang
terakumulasi dengan tingkat yang relatif
nnggi (6-7%) dan disebut pertumbuhan
ekonomi. Oleh karena pertumbuhan ekonomi
telah menguras sumberdaya alam, dan tidak
ada investasi dalam pemeliharaannya, maka
kelestariannya (sustainability) dari sumber-
sumberdaya alam dan lingkungan hidup
tersebut menjadi terancam sangat parah.
Penyusutan dan degradasi dan sumberdaya
tersebut juga telah memben dampak kepada
terjadinya pemerataan (distribution) yang
lebih jelek, baik itu antar kelompok-
kelompok dalam masyarakat dan tingkat
pengembangan antar wilayah-wilayah.
Bahkan ketidak-merataan pendapatan antar
kelompok ini mengarah kepada melebamya
tingkat kemiskinan yang semakin besar.
Terjadinya hal terakhir ini disebabkan

karena kelompok masyarakat miskin tersebut
banyak kehilangan (dirampas) hak-haknya
oleh para birokrat-priyai pemerintah yang
bertanggung jawab. Malahan hak-hak akses
mereka kepada sumberdaya local dialihkan
kepada para pengusaha konglomerat
(corporations) yang besar-besar, yang
belakangan ini ternyata diketahui banyak
yang membobol keuangan negara (BLBI)
serta mereka itu, banyak menumpuk hutang-
hutang luar negen, yang pada gilirannya

Nasih Nrhin

menimbulkan ketidak-stabilan ekonomi dan
pada akhimya menjadi penyebab timbulnya
berbagai Kkrisis-krisis ekonomi dan sosial
secara berulang-ulang,

Ilmplikasi dari penekanan
kepentingan pertumbuhan akumulasi kapital
fisik di atas diantaranya adalah terjadinya
polarisasi spatial (geografis) yang
menyangkut alokasi sumberdaya (capital
investment) yang mendorong ke arah
ketimpangan pengembangan antar wilayah-
wilayah melalui pengaruh aglomerasi lokasi
industri di tempat yang memiliki keuntungan
kompetitif seperti disekitar kawasan kota-
kota besar. Sebaliknya, program-program
bantuan pengembangan kepada daerah
sering kali tidak mampu mengurangi
ketimpangan yang terjadi. Proteksi
pemerintah terhadap sektor industri melalui
kebijaksanaan harga dan perdagangan dalam
rangka percepatan transformasi struktur
ekonomi, wilayah yang memiliki keuntungan
kompetitif tinggi cenderung mengorbankan
sektor pertanian dan perdesaan yang
merupakan sektor basis ekonomi masyarakat
Indonesia. Sebagai akibatnya transformasi
struktur ekonomi (antara dominasi sektor
pertanian kepada sektor industri) tidak diikuti
dengan transformasi dalam pasar tenaga
kerja.

Sektor kevangan khususnya yang
menyangkut sistem perbankan juga turut
mendukung kesalahan tersebut dengan
memberikan kredit-kredit pinjaman yang
tidak mendukung ekonomi lokal di wilayah
perdesaan yang sebagian besar didominasi
berkegiatan di sektor pertanian dan industri
skala kecil yang merupakan kegiatan atau
hajat hidup dari mayoritas penduduk
Indonesia. Sebagai akibatnya adalah
terjadinya landasan (foundation)
perekonomian Indonesia yang terlalu rentan
terhadap terjadinya krisis-krisis ckonomi
yang berulang-ulang. Salah satu bentuk
korban dari sektor pertanian adalah terlalu
cepatnya pengalihan fungsi lahan pertanian
produktif yang bersifat tidak dapat kembali
(irreversible) kepada kegiatan di luar
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pertanian terjadi secara besar-besaran dimana
banyak petani-petani kecil dipaksa untuk
menjual lahan miliknya.

Terjadinya pengalih-fungsian lahan-
lahan ini sebenarnya penyebab dasarnya
dapat ditelusuri kepada ketidak mampuan
Badan Pertanahan dalam merancang sistem
perpajakan lahan secara dinamik, yang
mampu menyesuaikan kepada perubahan-
perubahan yang terjadi dalam kemajuan
aktivitas ekonomi dalam masyarakat.
Perancangan tataguna lahan tersebut
seharusnya melalui struktur insentif
perpajakan, bertujuan untuk mengarah
kepada manfaat sosial dari penggunaan lahan
secara optima. Namun dari data dan
informasi dari lapangan menunjukkan
banyak terjadinya fenomena bahwa lahan-
lahan yang dialih-fungsikan tersebut tidak
dimanfaatkan secara efisien karena banyak
yang dipakai scbagai alat spekulatif, sehingga
menimbulkan banyak kemubaziran. Keadaan
ini pada gilirannya turut mendorong kepada
terjadinya krisis moneter dan ekonomi,
seperti melalui proses pinjaman luar negeri
jangka pendek (dalam US$) yang
diinvestasikan kepada sektor real estate
bersifat jangka panjang yang tidak
menghasilkan USS$.

TANTANGAN PENGEMBANGAN DI
MASA DEPAN

Indonesia sebagaimana negara
berpendapatan rendah menghadapi tantangan
pengembangan ekonomi dan tingkat
keberlanjutannya yang sekarang terancam
mencapai kegawatan, khususnya dalam
mempertahankan pemeliharaan sumberdaya
alam dan mencegah kerusakan lingkungan
hidup lebih lanjut. Ancaman terhadap
kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup ini disebabkan oleh kebijaksanaan
salah urus (mismanagement) dalam
pengelolaan ekonomi baik di masa yang lalu
maupun sampai sekarang, yang bersumber
dari kesalahan konsepsinya (teori-teori
pengembangan) maupun dalam organisasi

20

programnya. Sebagai contoh, dibangunnya
pusat-pusat pertumbuhan pada wilayah-
wilayah berupa kota-kota besar (Jabotabek,
Bandung Raya dan Gerbang katosusilo),
semula teori mengharapkan bahwa dari pusat-
pusat tersebut akan menetes (trickle down)
kepada wilayah belakangnya (hinterland) di
wilayah perdesaan.

Namun pada kenyataannya harapan
tersebut tidak terwujud, malahan telah terjadi
net-transfer sumberdaya secara besar-besaran
dari wilayah perdesaan ke pusat-pusat
pertumbuhan tersebut. Kemudian sebagai
salah satu akibat pencerminan dari net-transfer
tersebut, maka telah terjadi migrasi penduduk
dari wilayah perdesaan ke kawasan kota-kota
yang terlalu cepat, yang salah satunya
disebabkan oleh adanya asumsi yang
dipercayai bahwa industri-industri kecil di
wilayah perdesaan, mula-mula dianggap tidak
akan mampu bersaing dengan industri-industri
manufaktur besar di kawasan perkotaan.
Sehingga kelebihan tenaga kerja (surplus
oflabor) di wilayah perdesaan nilai produk
marginalnya mendekati nol bahkan bisa
negatif, sehingga mereka harus bermigrasi ke
kawasan kota-kota untuk mencari pekerjaan
dan sumber pendapatan yang lebih baik. Oleh
karena itu maka terjadilah migrasi besar-
besaran dengan kecepatan tinggi dari wilayah
perdesaan ke kawasan kota-kota besar,
terutama ke Jakarta dan sekitarnya.
Sedangkan di kawasan perkotaan kaum migran
yang kurang pendidikan dan tingkat
keterampilannya itu mengalami banyak
pengangguran. Selanjutnya para migran
tersebut dari pada menganggur terpaksa
mereka memasuki sektor-sektor informal,
termasuk menjadi pedagang kaki lima (PKL)
yang setelah terjadi krisis menjadi merebak
jumlahnya yang sebagian dari mereka terlibat
Juga melakukan tindak kejahatan, membentuk
pemukiman yang kumuh dan menimbulkan
pencemaran lingkungan dari limbah rumah
tangga, berkombinasi dengan pencemaran air
dan udara serta limbah industri yang berbahaya
serta gas-gas beracun dari kendaraan-
kendaraan bermotor (bemo, bajaj, ojek, dan
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lain-lain). Menurunnya kualitas lingkungan
hidup di kawasan perkotaan, terutama karena
yang disebabkan pencemaran air dan udara
menyebabkan mudah timbulnya penyakit-
penyakit pemafasan dan di area di mana yang
menjadi korban utamanya sebagian besar
adalah kelompok masyarakat kota yang lemah
dan miskin,

Dengan demikian produktifitas
masyarakat golongan ini menjadi menurun
dan pada gilirannya meminta biaya keschatan
dan menurunkan pendapatannya. Sebaliknya
di wilayah perdesaan karena terjadinya
penyusutan dan pengrusakan sumber-
sumberdaya alam (air, erosi tanah, banjir,
kebakaran hutan dan lain-lain), dan sebagai
akibat dari terjadinya perampasan hak-hak
masyarakatnya dan eksploitasi sumberdaya
alam secara besar-besaran oleh para pejabat-
birokrat yang bekerjasama dengan pemilik
perusahaan korporasi besar. Oleh karena itu,
maka terjadi penyusutan dan degradasi
lingkungan hidup dan pengurasan sumber-
sumberdaya alam dan merusak kesempatan
masyarakat perdesaan untuk berusaha mencari
sumber pendapatan di sekitarnya, sedangkan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang
tadinya mereka boleh memanfaatkan sebagai
sumber dan pendukung kehidupannya
mengalami degradasi, menjadi hilang.
Terjadinya berbagai perubahan dalam sistem
ekonomi, politik dan pemerintahan serta
kelembagaan masyarakat yang mengarah ke
arah terjadinya desentralisasi, maka di masa
depan yang dekat membutuhkan strategi dan
langkah-langkah kebijaksanaan yang sesuai
dengan tujuan yang diinginkan. Untuk
mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan
adanya kesadaran dan sikap bagi semua pihak
untuk dapat mengatasi persoalan-persoalan
yang timbul secara dinamik secara bersama-
sama melalui berbagai dialog-dialog antara
pemerintahan setempat dengan semua
stakeholders yang berkepentingan.
Demikian akibatnya juga akan mengalami
akumulasi dengan menambah jumlah
semuanya ini melalui investasi dalam
psysical(K), human (H), social (S) dan natural

St b [hr ki

(R) capital secara bersama melalui banyak
reformasi kebijaksanaan-kebijaksanaan
ckonomi yang dibutuhkan dan selanjutnya
pada gilirannya akan menyumbang kepada
terjadinya kemajuan teknologi dan
bertumbuhnya total factor productivity (TFP)
dan dengan demikian karenanya akan
mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah
tingkatan yang lebih tinggi.

Perhatian secara tradisional mengarah
kepada akumulasi kapital fisik; tetapi asset-
asset kunci yang lain juga memerlukan
perhatian, seperti kapitat manusia dan sosial
(human and social capital) maupun kapital
alamiah dan lingkungan hidup (natural and
environmental capital). Ketiga aset-aset ini
juga sangat penting untuk ketompok
masyarakat miskin dan akumulasinya serta
kemajuan teknologi dan produktifitas bersama
dengan kapital fisik sangat menentukan
dampak jangka panjang terhadap masalah
pengurangan kemiskinan dan kesenjangan
tingkat hidup di dalam masyarakat.
Memusatkan terutama kepada kapital fisik
baik di negara indastri maupun di negara
berkembang memang sangat menggoda para
penentu kebijaksanaan (policy makers) untuk
melaksanakan kebijaksanaan ini melalui
subsidi yang meminta biaya budget negara.
Tindakan ini selain mempunyai opportunity
cost yang besar, tetapi juga dapat menciptakan
suatu situasi yang menguntungkan kaum
vested interest, yang jika mereka sudah
menjadi mapan, maka akan sulit untuk
mengubahnya. Sementara dari sudut sosial
ternyata mengalami kekurangan investasi
dibidang pendidikan dan kesehatan
masyarakat serta cenderung terjadinya
eksploitasi berlebihan kepada kapital alami
(natural capital) karena dengan seringnya
terjadi kekurangan penghargaan terhadap
sumberdaya alam (underpricing) atau
terjadinya property right yang lemah dan tidak
mengandung kepastian.

Terjadinya ketergantungan yang
berketerusan kepada akumulasi kapital fisik,
maka akan terjadi distorsi-distorsi yang
berterusan. Umpamanya dengan mendalam-
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nya keterlibatan kepada kapital fisik, maka
tngkat keuntungan yang berkesinambungan
harus memerlukan subsidi pemerintah yang
samakin besar; umpamanya dalam rangka
untuk menarik modal asing. Selanjutnya
dengan mempercepat pertumbuhan melalui
kebijaksanaan yang mengarah kepada
eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan
seperti kepada sumberdaya hutan dan asset
alami yang lain akan menguras kapital alamiah
(natural capital) dan merusak tingkat
keberlanjutan dari lingkungan hidup.
Suatu pendekatan dengan distorsi yang Iebih
kecil (lebih netral atau seimbang) kepada
akumulasi dan tiga jenis asset-asset diatas
akan lebih disukai, terutama kebijaksanaan
vang dapat menyumbang kepada terjadinya
akumulasi dan asset-asset tersebut. [nvestasi
dalam bidang pendidikan pada semua
tngkstan memperbesar kapasitas sumberdaya
manusia (human capital) sementara juga akan
mendorong tefjadinya pertumbuhan ekonomi,
yang juga menyumbang kepada akumulasi
kapital manusia dan perbaikan kesejahteraan.
Investasi dalam bidang kapital alami sangat
penting untuk mempertahankan kesehatan
masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan
banyak orang-orang miskin yang hidupnya
tergantung dan sumberdaya alam guna
mendukung kehidupannya, dan kepada
keamanan ekonomi mereka.

Sebagaimana pentingnya akumulasi
dan asset-asset ini, adalah penting untuk
ditinjau dalam penggunaan yang mengarah
kepada peningkatan efisiensinya. Untuk itu,
dan untuk memperbesar produktifitas total
faktor (total factor productivity, TFP) dari
asset-asset imi diperiukan adanya good
Sovernance, mengurangi pengaruh-pengaruh
dan kepentingan para elit dan memerlukan
t=dakan anti-korupsi yang penting untuk
dilakukan Pengertian dari social capital
mengandung makna sebagai internal sosial
dan koberensi kultural dani masyarakat dan
&tegakicangys porMa-gonma yang mengatur
interals] antar sesama warga serta institusi
yaoz ddalamoya mengandung pengaturan
penlakw kepads anggota-anggota dalam

>
_—

masyarakatnya. Social capital mengandung
keuntungan ekonomi apabila interaksi sosial
menghasilkan eksternalitas yang positif dan
memberikan fasilitas tindakan bersama seperti
gotong-royong (collective action) untuk
memberikan keuntungan timbal balik diluar
sistim pasar. Olch karenanya saling percaya
(trust) secara timbal balik dan terjadinya
jaringan-jaringan hubungan personal
(interper-sonal network), kerjasama
(cooperation) dan koordinasi dapat dipandang
sebagai civil social capital. Dimana
kondisikondisi interaksi antar anggota-anggota
masyarakat memberikan eksternalitas yang
positif. Aspek lain yang disebut "the
governance of social capital” dapat
menyumbang manfaat dari bilamana
diterapkannya hukum dan keteraturan (order),

hak-hak kepemilikan dan penguasaan

(property right), pendidikan, kesehatan dan

memungkinkan terjadinya "good governance"
(accountability, transparansi, informasi,

partisipasi, kerangka hukum dan melakukan

dialog-dialog kebijaksanaan antara pemerintah

di semua tingkatan dengan masyarakat yang

menjadi bagian dari stake holders. Oleh

karenanya social capital dapat mengurangi

biaya-biaya transaksi dan biaya-biaya

informasi yang menyebabkan kapital fisik

(physical capital) dan human capital menjadi

lebih produktif, sehingga social capital dapat

diinterpretasikan sebagai sumber dari total

factor productivity (TFP).

IMPLIKASI PARADIGMA BARU
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Paradigma Baru Pengembangan
Ekonomi Paradigma pengembangan baru
diarahkan kepada terjadinya pemerataan
(equity), pertumbuhan (eficiency), dan
keberlanjutan (sustainability) dalam
pengembangan ekonomi lokal. Paradigma
baru pengembangan ini dapat mengacu kepada
apa yang disebut dalil kedua fundamental
eckonomi kesejahteraan (The second
fundamental of welfare economics),
dimana dalil ini menyatakan bahwa
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scbenarnya pemerintah dapat memilih
target pemerataan ekonomi melalui transfer,
perpajakan dan subsidi, sedangkan ekonomi
selebihnya dapat diserahkan kepada
mekanisme pasar. Sedangkan penterjemahan
dari dalil tersebut kepada paradigma baru
pengembangan adalah dengan
mempertimbangkan keseimbangan
pengembangan ckonomi (balanced
development) seperti diuraikan di atas.
Pengembangan lebih diorientasikan pada
pengembangan spatial pada tingkat wilayah
dan lokal dengan mengutamakan sektor
pertanian dan industri skala kecil dan
menengah sebagai sumber utama
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
kapasitas masyarakat lokal. Selama ini sektor
pertanian telah membuktikan kekenyalannya
dalam menghadapi krisis, dimana pada tahun
1998 semua sektor ekonomi mengalami
pertumbuhan yang negatif (dengan kontraksi
total sebesar 14%), kecuali sektor pertanian
(masih positif). Sektor pertanian kebanyakan
juga dikonsumsi secara lokal dan mempunyai
keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor
komplemen kegiatan lain (industri pupuk,
peralatan dan pengolahan hasil serta
pemasaran dan lain-lain) dalam rangkaian
kegiatan agroindustri dan agribisnis yang
lebih luas.

Karena pada dasarnya secara umum
ekonomi negara Indonesia masih bercorak
ekonomi agraris dimana kegiatan pertanian
dan usaha kecil dan menengah merupakan
sektor ekonomi basis dalam masyarakat, maka
dengan menekankan kepada pengembangan
sektor pertanian dan perdesaan, akan berarti
pula mengarahkan pengembangan kepada
kepentingan masyarakat kebanyakan di
Indonesia. Terutama dalam rangka
mengurangi pengangguran dan setengah
pengangguran (under employment) dan
pengentasan kemiskinan, schingga
kebijaksanaan ini dari segi pemerataan dalam
pengembangan dapat tercapai.

Diberlakukannya otonomi daerah
(desentralisasi) tahun 2001. Sesuai dengan
akan diberlakukannya UU No. 32, tahun 2004,

Suath Ibrahim

maka kekuasaan atau peran pemerintah pusat
akan dibatasi hanya pada penyediaan barang-
barang publik dan hubungan luar negeri dan
mencetak uang, sedangkan bidang kegiatan
dimana swasta tidak mempunyai insentif
untuk melakukannya. dilakukan oleh
pemerintah (public sector). Dari segi konsep
ekonomi, efisiensi Parcto dalam alokasi
sumberdaya dapat dilakukan dengan
memadukan kebijakan pemerintah pada suatu
batas tertentu dengan menetapkan target
pemerataan melalui transfer, perpajakan dan
subsidi; sedangkan proses selanjutnya
diserahkan pada mekanisme pasar (market
friendly). Untuk mendukung terjadinya proses
tersebut, memerlukan penegasan hak-hak
masyarakat daerah dan lokal (Zocal property
right) yang semula terpusat sekarang dan
dimasa depan harus digeser menjadi
penegasan property right yang
terdesentralisasi.

Menurunnya skala ekonomi di
kawasan perkotaan (yang umumnya berlokasi
di daratan) menyebabkan paradigma
pengembangan sebagian dapat bergeser dari
orientasi kepada daratan pulau kecil sehingga
dapat beralih kepada orientasi kegiatan
ekonomi ke arah maritim, sehingga tidak
terjadi pengurasan yang berlebihan terhadap
sumberdaya daratan, terutama karena
Indonesia dilimpahi sumber kekayaan laut
yang luas dan beragam. Dengan demikian
lautan dapat dijadikan sebagai sumberdaya
bagi kegiatan yang berkait ke hulu (backward
linkage) agar kegiatan ekonomi yang tidak
terlalu menguras sumberdaya alam
keseluruhan. Tetapi perlu diingat bahwa
pemanfaatan sumberdaya maritim
memerlukan teknologi yang memberikan
kepastian seperti kegiatan bisnis mariculture
yang bernilai tinggi, karena usaha maritim
melalui penangkapan (ikan dan biota lainnya)
banyak mengandung resiko dan mengarah
kepada kelebihan tangkapan (overfishing),
terutama bagi petani dan nelayan kecil.
Pertumbuhan kota-kota daratan juga dapat
bergeser ke wilayah lain seperti wilayah
pesisir (perdesaan) dengan diberikan fasilitas
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urdastukur Xota B wilayah desa pesisir
UINGR Rt tunsene Jdan kegratan produksi
soct perdugangan lans, sehingga akwmulasi
madi Japat memdenikan dampak multplier
Repada yrasyaraikat lokal.

Mewyjudkan PFaradigma Baru
Peogemdangan Meladui Sistem Pendukung
Satem peodukung parsdigma baru
’\'i.tgr:mbwgm un dapat dilibat dart beberapa
33k xaru: Aspek Akademis: Secara
akademis, ada beberspa konsep yang
moduRNeg peradigma bare tersebut antara
i menggmm konsep agropolitan atau
mikropoliane dan tepadinya desentralisast ke
arsd oot daerah.

Aspek Pohins: Kemauan dan semua
pitaX yang berXkepentingan (stakeholders)
ynk mempertaik: kondist yang ada serta
Xemauan unwk berpartsipasi akuf dalam
progam peogembangan daerah dan lokal,
merypakan pendukung utima dan penerapan
pars~digma baruw tersedut. Aspek Legal:
Pemndang-umdangan, sepert Undang-Undang
Dasar 1943, GBHN, UU Ne. 32 Tahun 2004,
ada maupun yang akan dikeluarkan,
merupaian landasan bukum penerapan
parsdigma dary teesedut.

EXonomi Lokal

Paradigma baru pengembangan
M;mpuliuai pada Labireya proses poliuk
lokal dalam peoeetuan keputusannya, yaitu
dabwa ada tunsier Kekuasaan pengambilan
Kepumsan (Jecision making power) dalam
alokast sumberdaya, yang dilakukan secara
wediseotralisasi masajemen ekonomi dan
politk yang direfleksiXan dalam beatuk
pendexann pervacandan kolaboranf dalam
TRogemidengan daerabd,

Periunya dilakukar reformast polink
eRopomi mesuju kepada full employment
dezgan &idasarkan pada cekonomti
eriapdasian sumberdaya dasar wilayah
(rgsQarces fased ecemomy), kekuatan

community dan market friendly economy
tanpa banyak campur tangan pemerintah dan
mempertimbangkan kondisi ekosistem
setempat ke arah pemberdayaan ekonomi
lokal yang berkelanjutan (sustainabiliry).
Untuk memenuhi persyaratan terakhir, perlu
dipilik kegiatan ekonomi lokal yang sudah
ada yang dapat merupakan benih
pemberdayaan masyarakat lokal dan
memberikan dampak multiplier yang besar
secara lokal dan regional.

Perlu dilakukan reformasi dalam
penegasan hak-hak kepemilikan lahan
(reformasi pasar lahan). Salah satu contohnya
dengan melakukan land market reform
dengan berbagai pengaturan tenurial yang
kondusif bagi berkembangnya ekonomi lokal.
Perlu dilakukannya reformasi kebijakan fiskal
dengan cara desentralisasi fiskal dengan
memberikan struktur insentif (dan disinsentif)
terhadap kegiatan ekonomi yang mengarah
kepada keadaan ramah lingkungan dan ramah
pasar serta memperluas penyediaan
kesempatan kerja.

Harus dilakukannya reformasi
kebijakan moneter dengan cara melakukan
reformasi perbankan ke arah penyusunan
undang-undang perbankan yang menyangkut
pengembangan microcredit yang dapat
dijangkau oleh pengusaha kecil dan
menengah. Schingga akses kepada modal
tidak hanya berorientasi pada corporate
besar/konglomerat saja, melainkan
berorientasi kepada penyediaan modal bagi
pengusaha kecil dan menengah dan petani
serta nelayan kecil.

Harus dilakukannya reformasi
kebijakan investasi baik secara regional
maupun sektoral yang mampu menyediakan
lapangan kerja lebih banyak. Kebijakan
investasi pada industri manufaktur/PMA
ternyata kebanyakan terbukti bukan
merupakan jawaban yang jitu, dalam rangka
mengatasi masalah pengangguran dan
setengah pengangguran.

Jika pemberdayaan ekonomi lokal
mengandalkan kepada sumberdaya yang tidak
pulih (non-renewable resources) dan juga
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vang dapal pulih (yang mengalami over-
Barvest), taka perla di kembangkan dana
abadt (et funedv) i daerah=daeral guna
meningkathan hman capital dan social eapital
di wilavah-wilayah,

Pemberdayaan kedua kapital ini
diharaphan akan mempertinggi kemampuan
masyarakat daeral dan lokal dalam
meningkatkan produktifitasnyn, Sehingga
apabila swmberdaya-sumberdaya wilayah
tersebut telah terkuras, maka sumberdaya
manusia dan snmberdaya sosial yang unggul
akan mampu meneari gantinya,

tmplementasi Paradigma Baru
Pengembangan Wilayah dan Lokal

Paradigma barn di atas dapat
dilaksanakan melalui proses mobilisasi
simberdaya ekonomi dan penerapan konsep
agropolitan, Mobilisasi sumberdaya ekonomi
adalah upaya penggalian dan pemanfaatan
sumberdaya ekonomi, yaitu sumberdaya lahan
(alam), sumberdaya manusia, teknologi,
maodal dan sumberdaya sosial bagi mereka
yang memerlukannya pengembangan
agropolitan berartl membentuk kota-kota kecil
dan menengah di daerah perdesaan yang
berbanis kegiatan pertanian dan agroindustri
serta perdagangannya, melalui dukungan
pengembangan fasilitas infrastruktur
perkotaan yang memadai agar para pengusaha
besar dan kecil dapat berkiprah di wilayah
perdesaan,

Mobilisasl Sumberdaya Ekonomi

Kenyataan di lapangan
memperlihatkan bahwa sumberdaya-
sumberdaya produktif di Indonesia dikuasai
oleh sekelompok masyarakat elit yang dekat
dengan penguasa yang kurang dimanfaatkan,
Pengunsnan inl telah menimbulkan
ketimpangan dalam memperoleh akses
masyarakat banyak kepada sumberdaya
pengembangan tersebut dan selanjutnya
berakibat kepada munculnya ketimpangan
tingkat kesejahteraan antar kelompok-
kelompok dulam masyarakat, Pada gilirannya
ketimpangan kehidupan dalam masyarakat

Suail Ihrahim

menjadi potensi meledaknya kekecewaan dan
keresahan masyarakat dan mengarah kepada
terjadinya kekerasan, Data di lapangan juga
menunjukkan bahwa sumberdaya yang
dikunsai tersebut tidak sepenuhnya
dimanfaatkan oleh pihak yang menguasainya,
sehingga menimbulkan inefisiensi sekaligus
menutup akses kelompok masyarakat lain
yang lemah terhadap sumberdaya tersebut
yang menimbulkan kerugian sosial yang
tinggi,

Salah satu upaya untuk
menghilangkan inefisiensi dan membuka
akses masyarakat terhadap sumberdaya yang
menganggur tersebut adalah melalui
mobilisasi sumberdaya melalui redistribusi
asset (lahan dan modal) melalui negosiasi-
negosiasi antara pemilik dan petani penggarap
yang difasilitasi oleh pemerintah, Mobilisasi
sumberdaya ekonomi ini diarahkan kepada
peningkatan kesempatan kerja dan pemerataan
yang menyumbang kepada pertumbuhan
ekonomi secara berkelanjutan. Dalam jangka
pendek, redistribusi asset ini mungkin akan
menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan
sebab pada tahap awal pelaksanaannya
diperlukan biaya transaksi - berupa biaya
negosiasi dan kemungkinan adanya
ketidaksiapan sumberdaya manusia dalam
mengelola sumberdaya yang dilimpahkan
kepadanya. Namun dalam jangka panjang
redistribusi asset yang berkelayakan dapat
meningkatkan efisiensi dan equity dari alokasi
sumberdaya tersebut.

Mobilisasi Sumberdaya Ekonomi dengan
Mekanisme Operasional

Tahapan-tahapan mobilisasi
sumberdaya lahan:Identifikasi asset dengan
mengidentifikasi keperluan untuk mengetahui
kuantitas asset berdasarkan kepemilikan,
pemanfaatan, dan kondisinya. Negosiasi
transfer lahan dengan sistem redistribusi lahan
yang harus diatur sedemikian rupa melalui
negosiasi-negosiasi antara pemilik lahan
dengan masyarakat petani penggarap yang
membutuhkan lahan yang difasilitasi oleh
pemerintah,
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Ryt Pakty

Regivtrnei Inhan melalo beberapa tahapan
dihnrnploan telnh ternds Lecepakatan antara
pihakopibnk vang berkepentingsn eehingga
registrasi Inhnn dupst dilakukan, Penegatan
praperty right dalam epektrom land tenure
ving kontinuum, misalnyas hak penvewaan,
hak guns, hak milik, hak pakai, atau hak
Ininnya disesumban dengan hasil negosian
Pelaksanann redistnbnie Ishan dapat dilakukan
melaln proyek-proyek percontohan (pilot
project) terleih dabulu sebelum pelaksanaan
vang lehih luas, Namun demikian dalam
pelaksanaannya hamie discsuaikan dengan
harakternuk atan kondisi ekosistem pada
masing-masing wilayah,

Redistnbusi lahan akan mengukuhkan
hak-hak milik lahan para petani, schingga
para petani dengan lahan (yang dikukuhkan)
dapat dijadikan schagai agunan, dimana petani
akan dapat memperoleh akses kepada
sumberdaya finansial dan modal lainnya. Pada
gilirannya redistnibusi lahan akan mendorong
berkembangnya pasar finansial di wilayah
perdesaan.

Mobilisasi sumberdaya manusia:

Pemberdayaan para petani dan nelayan
kecil serta pengusaha kecil dalam bentuk
kelompok-kelompok tani (farmer's
associarion) yang tangguh dengan dijamin
oleh undang-undang. Pengaturan dalam
undang-undang ini diperlukan agar mereka
dapat memperoleh hak akses terhadap
sumberdaya pengembangan (lahan, kapital
dan finansial) sebagai landasan penggalangan
kekuatan masyarakat kecil (grass root
bargaining).

Mengembangkan dan mendorong
terbentuknya penyuluh konsultan profesional
yang depat melayani petani dan pengusaha
kecil dengan imbalan pembayaran yang cukup
sesual dengan kemampuan para petani dan
nelayan,

Penyesuaian sistem pendidikan
melalul kurikulum yang sesuai dengan
kebutuban pengembangan, terutama
pengembangan wilayah perdesaan dan
masyarakat kecil. Meningkatkan partisipasi
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oty melaln peneiptaan lingkungan yang
konduaif bagi upaya upaya pelatihan dari
prhak awadta Pemingkatan persamaan dan
pemberdayaan gender dalam memperoleh
Aksed terhadap sumberdaya modal dan lshan
Peranan gender salah penting dart segi aspek
pemerataan yang mampn mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal dan regional
Mendorong inovasi teknologr dan
peninglatan kewiraswastaan pemberdayaan
dan aktivitas swasta besar kepada pengusaha
kecil dalam agribismis yang dapat menyerap
tenaga kerja di wilayah perdesaan

Mekanisme mobilisasl sumberdaya
teknologi dan modal:

Mengembangkan teknologi dasar oleh
pemenntah dan menyediakan modal (kredit
komersial mikro seperti Kupedes) untuk
selanjutnya mendorong pihak swasta (dengan
hak-hak paten yang dijamin undang-undang)
ke arah pengembangan teknologi swasta.
Undang-undang ini diperlukan agar mercka
dapat bergairah (melalui struktur insentif)
dalam melakukan investasi modal dalam
rangka penemuan teknologi budidaya dan
pengolahan hasil pertanian yang maju yang
dapat di patenkan.

Mencan sumber-sumber pertumbuhan
baru di sektor pertanian bemilai inggi yang
bernuansa kepada gagasan perbaikan
pemerataan melalui venture capital.
Mensponson masyarakat menengah ke bawah
untuk memperoleh akses terhadap
sumberdaya modal. Sepertt melalui BMT,
Bank BPR Syariah, Kredit Pola Grameen
Bank di wilayah perdesaan.

Mendorong diversifikasi pertanian
melalui pengembangan sistem pertanian
campuran (mived farming) berlandaskan
usaha tani keluarga (familv farming) dengan
melalui tanaman sela (intercropping),
pergiliran tanaman (sequential cropping) bag
tanaman musiman, disertai Komponen
tanaman perenial dan ternak kectl serta unggas
dan kolam ikan.

Secara berangsur mengurangi
ketergantungan kepada modal dan bantuan
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dan Toar negen, Mematilisi dana masyarakat
wmelalin penjualan ohligasi pemenntah dan
swasta watuk membiaval pengembangan
akanamt masyarakat kel dan menengah,

Mekanisme aperasional peninghatan
sumberdaya sosial dan kelembagaan:

Mondorong tenadinya redismbusi
lahan mandomng pengembhangan kelembagaan
1okal dan pasar finansial i wilayah pendesaan,
Selanjumya dengan melakukan reformasi
helembagaan yang mendalam (reform on
mstimutional deapening) Jengan mamperbaka
struktur wmsentif peganail negeri melalai
pemilaian yang ohyekuf berdasarkan meant
SISTOM $as0A1 dongan Kinapjanya, guna mampn
membenkan pelayanan yang pnma kepada
usahasusaha agribismis maju. Sehingga
masyarakat lunas memperoleh manfaat
keunmingan yang akhimya mengarah kepada
upaya pemberantasan kompsi yang selama
it menjadi penghambat penenmaan negara
dan menurunkan produktifitas kerja,
Melakukan reformasi kebijakan fiskal,
moneter dan mendorong kebijakan investasi
industri-industi komplemen di wilayah
perdesaan,

Pengurangan peranan atan intarvensi
pemenntah, Unmk im diperlukan alternatif
kelembagaan di luar kelembagaan pasar
(kelembagaan perdesaan) dan intervensi
pemerintah yang ternyata banyak telah
mengalani kegagalan, Salah sat altennatif
tersebut adalah pengembangan partisipasi
masyarakat secara luas dalam pengembangan.
Meskipun demikian altematif ini mempunyai
permasalahan manakala sistem menjadi
semakin kompleks dan dinamis,

Pengembangan Mikropolitan atau
Agropolitan

Kebijakan yang urban biased dimasa
lalu telah menyebabkan ketimpangan-
ketimpangan spatial maupun sektoral 1elah
menimbulkan Kesenjangan-kesenjangan spatial
yang mengancam linghungan hidup dan
kesenjangan antara golongan masyarakat
kearah keadaan rentan terhadap gejolak

keresahan sosial dan kekerasan Proses
hackwach vt vang temiach dan aglomeras)
besar-hesaran pun vang tenad i perhotaam
pada mlirtanava memmbulkan berbhagm
masalah somal dan ekonomi maopun
kriminalitas. Teradinya mickle down ofiect
vang diharapkan ternvata tidak peornsh
terwwyud, tetapn sehaliknyva temadi justra
proses yang disehut massive ackwash a7iec
yang menguras sumberdaya wilayzh
hintorland. Sementara ita, lokas-iokas
industni dan popalasi pendoduk vang semakm
terkonsantrasi di kawasan parkotasn hesar
yvang selanjurnya menmmbulkan dampak
cksternalitas tersandini, dimana hizyahiaya
sosial semakin lama semakin melahila
manfaat sosialnya yang pada akhirmyz
menyeshabkan perekonomian di kzwasan
perkotaan mangalami diseconamis o7 So3i.
Untuk mangatasi parmasaiahan tarsabal, peria
pendekatan lain dalam pengemhangan spazial
sehingga ketimpangan antara dase-kots smg
pun antar dazrah-dazrah yang sam dongEn
vang lain idak semakm melchar. Pendokman
agropolitan marupakan salah sam pendsioaian
vang panerapannya dihzrapkan mampe
mereduksi ketimpangan spasial vana ads.
Pengembangan agropolitan barami
membentak kote-kota kacil dan mananguh &
dacrah perdesaan yang borhasis poriamsn
melalui dukungan pengembangan
infrastruktur parkotaan yvang memadsl.
Parrumbuhan kot digesar ke wilsyvah jam
seperti pardesasn atan pasisir sdhingol
akumulasi modal yang dspat barputer dan
mengendap di sana untuk membinvam
pemberdayaan ekonomi Jokal salamumva.
Namun demikian, pengemhangan Kate-kote
kedil menengah hara sangatiah mahal dan
memeriukan waktu vang lama. Qish karons
itn dalam mengambangkan agropaiitan
diberdayvakan kota-kots kagal vang sudah ads
dengan terlednh dshulu dilakukan i ooha
untuk walavah-wilavah 1menta antak malins
dampak dan barhagai aspek waritis yang
sudah ads,

Kansep agropalitan dnscaphan dalam
suatu wilayvah perencanssn pengemhangan

-
-
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dengan memperhatikan kondisi, interaksi dan
dinamikan spasial antara pusat pertumbuhan
baru dengan hinterlandnya. Kegiatan
agroindustri (terdini dari beberapa perusahaan
yang berkompetisi) yang sesuai dengan
komoditas yang dihasilkan wilayah hinterland
dibangun di pusat pertumbuhan baru.
Sementara itu, komoditas yang dikembangkan
di wilayah hinterland harus disesuaikan
dengan keunggulan komparatif dan
kompetitifnya sesuai dengan konsep
pewilayahan komoditas yang ada. Ukuran
agropolitan atau batas wilayah hinterland
bersifat dinamis, yaitu ditentukan oleh faktor
harga-harga dan elastisitas permintaan di pusat
pemasaran/pertumbuhan wilayah. Dengan
demikian, tata ruang wilayah perdesaan dapat
dikembangkan ke dalam satuan-satuan sabuk
pengembangan ekonomi (economic
development belt) yang interindependen dan
kompetitif,

Kemudian, jika dengan pertimbangan
geografis Indonesia sebagai negara maritim
dengan potensi kelautan yang besar, maka
konsep agropolitan ini tidak saja dapat
diterapkan di daratan, tetapi juga dapat
diterapkan di wilayah pesisir/ pantai sebagai
pusat pertumbuhan dengan lautan sebagai
hinterlandnya. Dalam hal ini, agropolitan
dikembangkan melalui konsep/program sabuk
ekonomi kelautan dapat berbasis pulau-pulau
kecil dan kota-kota pantai kecil.

Penerapan konsep agropolitan ini
diharapkan dapat menetralisir pola
pengembangan yang bias kepada
pengembangan kawasan perkotaan. Sehingga
dengan tersedianya fasilitas perkotaan di
wilayah perdesaan (kota-kota kecil atau
menengah baru) dapat mencegah arus
urbanisasi yang berlebihan ke kota-kota besar.
Sehingga migrasi dapat diredam dengan
mendorong industri berlokasi di wilayah
perdesaan melalui struktur insentif fiskal dan
penyediaan prasarana yang dibutuhkan,
sehingga permasalahan lain yang timbul
sebagai akibat urbanisasi berlebihan (excessive
urbanization) dapat dikurangi.
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Mekanisme Operasional

Penerapan pengembangan agropolitan
harus didahului dan diikuti oleh tatanan
pemerintahan dan pengembangan metodologi
yang mendukung, yaitu diterapkannya
pemerintahan daerah yang demokratis (UU
No. 22 tahun 1999). Untuk mendukung proses
pemerintahan yang demokratis, diperlukan
kelengkapan dan sarana seperti fasilitas
belajar, agen perubahan (agent of
development), kapasitas lembaga (pemerintah)
yang menunjang dan kultur bangsa yang
menunjang sehingga dapat mengurangi kultur
priyaiisme yang counter productive dengan
menciptakan struktur inseritif guna men-
dorong ke arah perubahan yang diinginkan.

Dalam penerapan pengembangan
agropolitan harus dipertimbangkan kondisi
sumberdaya dan masyarakat yang ada
setempat. Karena itulah harus ada analisis
awal kelayakan ekonomi kondisi suatu
wilayah sehingga penerapan agropolitan akan
lebih terarah. Analisis awal yang dapat
dilakukan adalah analisis hubungan hirarkikal
daerah-daerah dalam suatu wilayah
perencanaan. Dengan memanfaatkan analisis
keterkaitan spatial dapat dilihat penyebaran
daerah-daerah dalam suatu wilayah
perencanaan berdasarkan tingkat
pertumbuhan dan pemerataan hasil
pengembangan dan pola perkem-bangannya
antar periode waktu. Dengan menganalisis
pola pertumbuhan dan perkembangan daerah-
daerah tersebut, selanjutnya dapat dijadikan
pengarahan kepada penerapan agropolitan
yang lebih sesuai.

Hal yang perlu dipersiapkan dalam
penerapan konsep agropolitan adalah : (1)
identifikasi sumberdaya yang dimiliki
wilayah. Kelayakan aspek ekonomi dengan
dukungan sumberdaya merupakan penarik
bagi investor untuk berinvestasi di wilayah
tersebut; (2) Kemudahan transportasi sehingga
hubungan (interaksi) dengan luar dapat
berjalan dengan baik; (3) Memfungsikan
wilayah sebagai pusat perdagangan maupun
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transit pihak-pihak yang melakukan
perdagangan. Pada intinya, pusat<pusat
wilayah perdesaan harus mampu menciptakan
suatu program/proyck/sumber produksi /
investas: / sabuk ckonomi yang mampu
menghidupi masyarakat wilayahnya. Kapital
yvang ditanam di sana, diputar, dan
membenkan multiplier secara lokal. Untuk
menghindari kebocoran wilayah (regional
leakages), maka diperlukan adanya
kemampuan kelembagaan lokal dengan
difasilitasi oleh pemerintah yang mengarah
kepada membentuk struktur insentif dan
disinsentif yang dapat mendukung penanaman
dan terjadinya akumulasi modal di tingkat
daerah dan lokal.

Sistem agropolitan harus dibangun
sesuai dengan kondisi ekosistem dan
sumberdaya alam hinterlandnya. Untuk
mewujudkan hal ini diperlukan adanya
bargaining yang kuat dari masyarakat wilayah
hinterland (daerah) terhadap kelembagaan
pusat agropolitan itu sendiri, sehingga
agropolitan yang terbentuk akan sesuai dengan
kondisi ekosistem dari hinterland. Agar
bargaining masyarakat hinterland tinggi, maka
perlu adanya (dibuat) institusi ataupun aturan
main tertentu yang mendukung kekuatan
bargaining hinterland antara lain dengan
dukungan sumberdaya dasar (resource base)
melalui kepemilikan lahan bagi para
penggarap yang mau dan mampu bekerja
(land for the tiller program).

Kendala-kendala dalam Pengembangan
Agropolitan dan Antisipasinya

Masih rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat (terutama luar Jawa) dalam
pengembangan. Keadaan ini mengandung
arti tentang masih belum adanya kesiapan
daereh dalam menerima desentralisasi. Namun
demikian, siap atau tidak dalam kondisi
masyarakat daerah, desentralisasi kekuasaan
harus sudah dimulai. Rendahnya tingkat
partisipasi masyarakat inli umumnya
disebabkan oleh kondisi yang direkayasa
sedemikian rupa, sehingga bargaining politik
masyarakat daerah menjadi rendah. Dengan
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memberi kesempatan dan membuka akses
mereka kepada sumberdaya yang ada, maka
proses peningkatan bargaining akan terjadi
dan partisipasi dalam pengembangan pun
dapat ditingkatkan.

Persoalan multi-stakeholders. Pihak-
pihak yang berkepentingan sangat banyak
dan berpotensi menimbulkan benturan-
benturan (konflik) tersendiri. Oleh karena itu
perlu dilakukan pengembangan mekanisme
dialog-dialog dengan multi - stakeholders
guna membentuk partnership, yaitu dengan
inovasi pengembangan pemerintahan,
pengembangan mekanisme yang sesuai untuk
berbagai pihak, keinginan untuk power-
sharing, kerjasama antara multi-sektor-
stakeholders, dan adanya issue dasar dan
konsensus mengenai target pencapaian yang
disepakati.

Persoalan penguasaan metode atau
pendekatan dalam penerapan agropolitan.
Kendala ini dapat diatasi dengan dilakukannya
kajian-kajian terhadap berbagai model
agropolitan yang sesuai dengan keadaan
ekosistem lingkungan daerah yang berbeda-
beda.

Persoalan keragaman lokal sebagai
suatu kekayaan, sekaligus sebagai suam
kompleksitas yang harus dikelola dengan
baik. Untuk menyelesaikan persoalan ini,
peranan kelembagaan - baik formal maupun
informal - memegang peranan penting. Fungsi
kontrol masyarakat harus dikembangkan
sehingga penyakit-penyakit kelembagaan,
seperti terjadinya moral hazard, free riders
dan lain-lain dapat ditekan.

Adanya kemungkinan aglomerasi di
pusat-pusat pertumbuhan baru yang
selanjutnya akan menciptakan diseconomic
of scale. Untuk menghindari hal ini, maka
harus ada kebijakan yang konsisten untuk
pembatasan-pembatasan pengembangan kota-
kota secara horisontal.

BIROKRASI DAERAH DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH LOKAL

Sebagai suatu peluang untuk
mengikhtiarkan kemajuan daerah dan
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kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan
otonomi daerah memerlukan tersedianya
birokrasi daerah yang tangguh dan sangat
paham terhadap peranan yang mesti
dilakukannya dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pengembangan wilayah,
Sebagaimana peranan birokrasi pemerintah
pada umumnya, birokrasi daerah atau aparatur
pemerintah daerah diharapkan berperan dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan,
pengaturan, pemberdayaan dan pembangunan
wilayah guna ketahanan ekonomi lokal.
Dengan peranan sebagai penyedia pelayanan
kepada masyarakat, birokrasi wajib diberi
pelayanan yang adil dan maksimal untuk
mendorong terwujudnya kehidupan
masyarakat yang lebih bermartabat. Melalui
peranan yang berkaitan dengan fungsi
pengaturan, birokrasi akan terlibat dalam
memberi arah pada perilaku masyarakat.
Peranan ini umumnya akan tercermin melalui
proses pembuatan peraturan perundang-
undangan.

Peranan pengaturan sesungguhnya
lebih luas dari itu, karena ia melekat pada
setiap kegiatan pelayanan pemerintahan yang
diberikan oleh birokrasi. Peranan lainnya
berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.
Peranan strategis birokrasi untuk
memampukan masyarakat sebagai warga
negara sudah sering dibahas dalam konteks
demokratisasi pemerintahan, Kegiatan
pemampuan ini tidaklah terbatas pada sekedar
penyediaan sumberdaya, atau lebih sempit
lagi hanya berupa penyediaan sumber dana
bagi kegiatan warga masyarakat, tetapi lebih
dari itu diciptakannya suasana yang lebih
terbuka bagi setiap warga dalam
mengembangkan pengetahuan dan
pemahamannya terhadap realitas kehidupan
dan tantangan yang mereka hadapi.
Penyebaran informasi yang memadai tentang
etika dan cita-cita kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, berpemerintahan, dan bernegara
perlu dilakukan, karena pemberdayaan
masyarakat sangat terkait dengan
pengembangan apa yang dikenal sebagai
"well-informed society".

30

Selama ini, tidak sedikit pengamat yang dalam
kekeliruan ketika menekankan aspek
perimbangan keuangan Pusat-Daerah sebagai
fokus analisis kebijakan otonomi lokal untuk
mengurus kepentingan sendiri sesuai dengan
aspirasi masyarakat yang berkembang. Dengan
kewenangan tersebut, daerah mempunyai
kesempatan untuk secara kreatif
mengembangkan potensi-potensi yang
dimilikinya, dan menjadikan potensi itu sebagai
kekuatan dalam bersaing dengan dacrah-claerah
lain dalam memakmurkan masyarakatnya.
Kemakmuran masyarakat di daerah bisa
didorong perkembangannya melalui kreativitas
penyelenggara pemerintahan dalam
meluncurkan berbagai kebijakan pemampuan,
bukan sekedar melalui penerimaan dana-dana
perimbangan,

Banyaknya jenis peranan yang harus
dimainkan serta ruang lingkup kegiatan yang
sedemikian luas mengisyaratkan besarnya
peluang yang terbuka bagi aparat pemerintah
untuk menyiapkan dan mengembangkan
kualifikasinya, baik secara perorangan maupun
secara kelembagaan, Perkembangan
masyarakat yang dinamis dan kondisi
lingkungan tugas yang berbuat cepat, misalnya,
merupakan tantangan yang tidak ringan bagi
aparat pemerintah dalam mengemban tugns-
tugasnya, Di tengah kehidupan yang semakin
demokratis, aparat pemerintah dituntut untuk
semakin responsif, profesional, dan transparan,
Dengan kata lain, setinp aparat dan lembaga
pemerintah daerah selain diharapkan semakin
kompeten dalam bidang tugasnya, juga
dipersyaratkan memiliki integritas, etika, dan
akuntabilitas yang semakin tinggl, Kedua sisi
persyaratan ini mesti secarn imbang diupayakan
perwujudan dan pengembangannya,

PENUTUP
Kesimpulan

Akibat keterbatasan sumberdayn yang
tersedin, dalam suatu perencanaan
pengembangan selalu diperlukan adanya skala
prioritas pengembangan, Darl sudut dimens
sektor pengembangan, suatu skala prioritas
didasarkan atas suatu pemahaman bahwa (1)
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setiap sektor memiliki sumbangan langsung
dan tidak langsung yang berbeda kepada
pencapaian sasaran-sasaran pengembangan
(penyerapan tenaga kera, pendapatan regional
dan lain-lain), (2) setiap scktor memiliki
keterkaitan dengan scktor-sektor
komplementer lainnya dengan karakteristik
yang berbeda-beda, dan (3) aktivitas scktoral
tersebar sccara tidak merata dan bersifat
spesifik, schingga beberapa sektor cenderung
memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait
dengan scbaran sumberdaya alam.
Apabila pemberdayaan ekonomi lokal yang
dilakukan oleh para birokrat mempunyai
kelayakan ekonomi dan segi private maupun
dari segi sosial melalui apa yang disebut
Policy Analysis Matrix ternyata dapat
meningkatkan pendapatan keluarga para
petani dan pengusaha komplemen lainnya
serta memenuhi permintaan lokal dan regional
terhadap hasil-hasil usahatani dan agroindustri
cukup besar, maka keadaan ini akan
menciptakan dampak multiplier tenaga kerja
maupun pendapatan yang dapat ditangkap
oleh wilayah lokal dan regional. Persyaratan
untuk rumbuhnya ekonomi lokal dan regional
tersebut ditentukan oleh sifat kelancaran
perhubungan dan komunikasi antara wilayah
lokal dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi
ke pusat kota-kota yang terdekat. Kebutuhan
infrastruktur perhubungan dan komunikasi
ini akan menentukan kelancaran sistem
pemasaran dan perdagangan input-input
maupun barang konsumsi yang dibutuhkan
keluarga petani dan masyarakat lokal lainnya,
maupun pemasaran hasil-hasil produksi
usahatani dan hasil olahannya. Tetapi aspek
yang paling penting dalam menentukan
tindakan-tindakan efektif untuk
mempengaruhi keadaan ekonomi lokal adalah
terdapatnya interaksi antara para perencana
dan pelaksana proyek dengan masyarakat
para petani lokal dengan cara dialog-dialog
melalui rapid appraisal yang menyangkut
berbagai aspek yang berkenaan dengan
penerapan teknologi melalui percobaan dan
percontohan sesuai dengan kemampuan
masyarakat lokal, dimana interaksi dilakukan

Tonee N [yaliin

baik berdasarkan informasi dan data yang
ada maupun pandangan intuitif dari para
perencana mengenai tindakan apa yang harus
dilakukan maupun penentuan arah dari
tindakan-tindakan (course of actions)
sclanjutnya yang diperlukan.

Saran

Agar pemberdayaan (empowerment)
masyarakat lokal dalam kegiatan
komplementer, masyarakat lokal harus
diberikan kepercayaan kepada mereka tentang
kemampuan yang mereka miliki, terutama
bagi masyarakat lokal yang diperkirakan
sangat mengetahui tentang budidaya pertanian
yang paling sesuai dengan ekosistem
lingkungannya. Penggalian informasi dari
mereka (para petani dan pengusaha agribisnis
serta pemuka desa lokal) dalam merencanakan
kearah perubahan lingkungan sosial ekonomi
dapat didasarkan kepada (1) basis sosial
kelembagaan ekonomi lokal dan (2) kapasitas
membangun dari komunitas masyarakat lokal
yang bersangkutan.

Disanrankan agar penyediaan fasilitas
jasa masyarakat seperti air minum (sehat),
tenaga listrik, sekolah dan jasa kultural yang
terdapat dalam komunitas juga perlu turut
dikembangkan. Selain itu keadaan khusus
dari lokasi sebagai tempat pemukiman perlu
dikembangkan ke arah yang layak huni.
Semua informasi di atas dapat menjadi dasar
untuk menganalisis sumberdaya lokal dan
pengembangannya dengan pengembangan
regional yang lebih luas. Dengan
diberlakukannya Undang-Undang No. 32
tahun 2004 mengenai Otonomi Dacrah akan
berimplikasi luas dalam sistem perencanaan
pengembangan di wilayah-wilayah di tingkat
lokal dimana otonomi tersebut diletakkan
pada tingkat kabupaten. Menurut undang-
undang tersebut pemerintahan daerah akan
memiliki kewenangan yang lebih besar di
dalam merencanakan arah pengembangan
daerahnya sesuai dengan potensi
sumberdayanya. Di sisi lain, pemerintah
daerah akan semakin dituntut untuk lebih
mandiri didalam memecahkan masalah-
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masalah pengembangan di daerahnya dengan
berkemampuan untuk memberdayakan
masyarakatnya, Otonomi daerah juga
mengisyaratkan tentang semakin pentingnya
pendekatan pengembangan dengan basis
pengembangan wilayah lokal dibanding
pendekatan pengembangan dengan
pendekatan sektoral, Pengembangan berbasis
pengembangan wilayah dan lokal dengan
memandang penting terdapatnya keterpaduan
antar sektoral, antar spasial (keruangan), serta
antar berbagai kelompok pelaku-pelaku
pengembangan di dalam dan antar daerah.
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